BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 32TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

' BUPATI SINJAI,

Menimbang

2

bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati
kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat serta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonsia serta Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu
pengakuan dan perlindungan terhadap mayarakat
hukum adat;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1)
; Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di
Kabupaten Sinjai, maka perlu membentuk panitia

E masyarakat hukum adat di Kabupaten Sinjai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Panitia Masyarakat
Hukum Adat Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

et g

| Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

; Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043); 1

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang
Pengesahan International Convention On The
Efimination of All Forms of Racial Discrimination
1965 {Konvensi Internasional tentang Penghapusan -4
segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran ¥ I
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, i
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia e
Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3852); et
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoniesia Nomor 3886);

Undang-Undang, Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indoncsia  Nomor J888)
sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights Kovenan Intermational
tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tabun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059});

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5063};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lemabran
Negara Republik Indonesia Nomor 5214};
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tcntarl'ag
Informasi Ceospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesin  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234},

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan  Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran bfegara
Republik Indonesia Nomor 5234), scbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5315);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic
Resources and The Fair and Eguitable Sharing of
Benefits Airising From Their Utilization to The
Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya
tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan
Pembagian Keuntungan yang adil dan seimbang yang
timbul dari Pemanfaatannya atas konvensi
Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 12);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 130,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

A
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18. Undaﬂ_g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘lfahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana felah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemecrintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

n 2014 tentang

19. Undang-Undang Nomor 30 Tahu
Negara

Administrasi Pemerintahan (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29_2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2914 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5613j);

91. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1697 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

20, Peraturan Pemerintah  Nomor 44 Tahun 2004
tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara |
Republik Indonesia Nomor 146, Tambahan Lembaran ‘

Negara Republik Indonesia Nomor 4452});

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Daerah Nomor
123, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5539,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 951};

08. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014,
Nomor PB.3/Menhut-1i/2014, Nomor 17 /PRT/M/
2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara
Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di
Dalam Kawasan Hutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1719);

79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah di diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157}; .

30. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas
Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang
Berada Dalam Kawasan tertentu;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.21/Mentri Hukum/Sekjen/Kuml. /4/2019
tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Betita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522};
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010
Nomor 5, Tambahen Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 5), Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 68);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 152);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
128);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka WMenegah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
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39. Peraturan Dacrah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Knbupaten Sinjni Nomor 151};

40. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kera Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46
Tahun 2018 tentang susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas Pokok dan Fungsi serts Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 46);

41. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2019 Nomor 25);

42. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41);

43. Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2020;

44. Keputusan Bupati Nomor 937 Tahun 2019 tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun
Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten
Sinjai Tahun 2020, dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana  dimaksud

pade Diktum KESATU  melaksanakan tugas untuk

mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang

berkenaan dengan pengakuan, perlindungan dan

pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui tahapan

sebagai berikut:

2. melakukan verifikasi dan validasi masyarakat Hukum
Adat, dan
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b. menyampaikan  rckomendasi chada Bupati
berdasarkan hasil verifikasi dan validasi

KETIGA i Scgala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusap
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020,

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai

berlaku  pada tanggal
ditetapkan.

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ¢
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassa
3. Ketua DPRD Kab.Sinjai di Sinjai ;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab.Sinjai di Sinjai ;
5. Kepala BKAD Kab.Sinjai di Sinjai;

6. Masing-masing yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 329 TAHUN 2020

TENTANG ~ PEMBENTUKAN  PANITIA MASYARAKAT HUKUM  ADAT
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020.

SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

1 Pengarah . Bupati Sinjai
II. Ketua . Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
IlI. Sekretaris . Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sinjai
[V. Anggota . 1. Kepala Bagian Hukum Setdakab.Sinjai

2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sinjai

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai

, 4, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sinjai

5. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab.Sinjat
6. Camat Se-Kabupaten Sinjai

7 Ketua BPH PD AMAN Sinjai

8. Muhlis Hajar Adiputra, S.Sos,M.Si (Akademisi)

9. Drs.Muhannis (Budayawan)
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